PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PINRANG

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten

Pinrang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara
berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang,
dan berkelanjutan alam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,
perlu disusun rencana tata ruang wilayah;

.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan

pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat,
maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan
lokasi investasi pembangunan ang dilaksanakan
pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26

tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan
Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan kedalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang;

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pinrang dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan  perkembangan hukum dan  kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan
daerah yang baru,;

. bahwa berdasarkan ertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
llgerlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
ata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang
Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2117);
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Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3469);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomorl Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor
41Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang
Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
%embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
omor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5S068);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentan
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S073);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang
Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3441);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang
Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3934);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Tentang
Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4242);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan,;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008



Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2011 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009
Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG
dan
BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012-2032

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

4.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Pinrang;

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati besertaperangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang

udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan kehidupannya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budidaya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
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Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
alam dan sumberdaya buatan.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan
oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirearki keruangan suatu sistem
permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai
fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan,
pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan atau kegiatan
pendukung lainnya.

Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan
ekosistem laut.

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya,
yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang
berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas
di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara,ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah
yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beberapa provinsi.
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Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui
penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya
dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu
kesatuan dalam ekosistem pesisir.

Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah
bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau
informasi geologi.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten Pinrang dan mempunyai fungsi membantu tugas
Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat adalah sistem, mekanisme,
dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah
bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi,
dan/atauu informasi geologi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

b.
c.

d.
e.
f.

peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta cakupan
wilayah perencanaan.
tujuan, kebijakan dan strategi Eenataan ruang Kabupaten Pinrang;
rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan
kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, an etentuan
Eengendalian pemanfaatan ruang;

elembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Pinrang;
hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
penyidikan.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang

Pasal 3



Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang berperan sebagai alat
untuk mewujudkan  keseimbangan pembangunan antar wilayah dan
kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang berfungsi sebagai

pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan daerah;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
Kabupaten Pinrang;

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan
antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kabupaten Pinrang;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di I?abupaten
Pinrang; dan

e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Pinrang
dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat
Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

(1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang
mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:

Kecamatan Suppa;

Kecamatan Mattiro Sompe;

Kecamatan Lanrisang;

Kecamatan Mattiro Bulu;

Kecamatan Watang Sawitto;

Kecamatan Paleteang;

Kecamatan Tiroang;

Kecamatan Patampanua;

Kecamatan Cempa;

Kecamatan Duampanua;

Kecamatan Batulappa; dan

Kecamatan Lembang.
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(2) Wilayah perencanaan Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berada pada koordinat antara 4°10°30” sampai 3°19’13” Lintang Selatan
dan antara 119°26’30”sampai 119°47°20” Bujur Timur dengan luasan 1.962
(seribu sembilan ratus enam puluh dua) kilometer persegi; dan

(3) Ba‘ias—batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. sepbelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja;
b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten
Sidenreng Rappang;
c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare; dan
d. ]sgebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi
arat.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 6

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang
aman, nyaman, efisien dan produktif secara berkelanjutan dalam tatanan
kawasan ekonomi terpadu nasional dan daerah yang didukung oleh
kawasan agropolitan, minapolitan dan kawasan wisata dengan memadukan
agribisnis, agroindustri dan agrowisata, serta peningkatan kualitas
lingkungan dataran, pesisir pantai, perbukitan dan daerah irigasi secara
sinergis antar sektor dan wilayah.



Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang Kabupaten, terdiri atas :

a.

b.

peningkatan akses pelayanan perkotaan, dan pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah yang merata dan berhirearki;

peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasaranatransportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air
secara terpadu dan merata pada semua wilayah;

pengendalian, pemulihan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan
hidup;

. pengembangan kawasan budidaya secara berkelanjutan dan pelestarian

lingkungan dalam tatanan kondisi spasial geografis wilayah, termasuk
wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;

peningkatan pengelolaan kawasan yang berpengaruh positif terhadap
kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup dan
pengembangan ilmu pengetahuan; dan

peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 8

(1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan
ekonomi wilayah yang merata dan berhirearki sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a.

meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan yang meliputi
Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), maupun
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antara kawasan perkotaan dengan
pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan;

mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensil dan
belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;

mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih
kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah
sekitarnya; dan

. mengendalikan pengembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah

pantai dan daerah irigasi teknis.

(2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air secara terpadu
dan merata pada semua wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b, terdiri atas :

a.

b.

meningkatkan  kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan
keterpaduan pelayanan transportasi darat;

mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di
kawasan yang masih terisolir;

meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan
pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam
sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber
daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem
penyediaan tenaga listrik;

meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan
keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan

meningkatkan kualitas jaringan prasarana pengelolaan lingkungan dan
penyediaan air bersih.



(3) Strategi pengendalian, pemulihan dan perwujudan kelestarian fungsi
lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri
atas :

a.

b.

mewujudkan kawasan berfungsi lindung, dalam wilayah kabupaten
dengan luas paling sedikit 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS);
merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak
pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan;

menyelesaikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan
lindung dengan mendorong kebijakan pelepasan kawasan hutan lindung
dan melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan serta
pemindahan kegiatan pemukiman penduduk atau kegiatan budidaya
terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung;
mengembalikan fungsi areal penggunaan lain untuk ditetapkan menjadi
hutan rakyat dengan fungsi kawasan konservasi, kawasan lindung dan
kawasan produksi;

mengembangkan ruang terbuka hijau, dengan luas paling sedikit 30%
dari luas kawasan perkotaan; dan

menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat
mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-
syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.

(4) Strategi pengembangan kawasan budidaya secara berkelanjutan dan
pelestarian lingkungan dalam tatanan kondisi spasial geografis wilayah,
termasuk wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas :

a.
b.
C.

d.

menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten;
mengembangkan kegiatan budidaya unggulan;

mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek sosial
budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;

mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan
untuk mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten;

membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan
rawan bencana; dan

mengembangkan kegiatan budidaya laut secara lestari demi
mempertahankan keberadaan ekosistem wilayah laut, pesisir dan pulau-
pulau kecil.

(5) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berpengaruh positif
terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup
dan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf e, terdiri atas :

a.

mengembangkan kawasan agropolitan yang memadukan agrobisnis,
agroindustri, agroedukasi, agrowisata pada sentra-sentra produksi
komoditas pertanian unggulan;

menumbuhkembangkan kawasan minapolitan sebagai sentra produksi,
pengolahan, pelayanan jasa, serta pemasaran komoditas perikanan pada
klaster yang memiliki komoditas perikanan unggulan;

mencegah atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang
berpotensi mengurangi daya lindung kawasan

mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di
sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan
budidaya;

mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan
strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan
kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun;

merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak
pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan
strategis;



g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan energi secara
bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi
masa depan; dan

h. mendorong kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang dimanfaatkan
untuk koleksi jenis tumbuhan dan satwa untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata.

(6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri atas :

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus
pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan sekitar kawasan
khusus pertahanan dan keamanan; dan

d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan
keamanan negara.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
a. pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 10

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Pinrang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan
Perkotaan Pinrang yang meliputi seba%ian wilayah Kecamatan Watang
Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan sebagian wilayah
Kecamatan Tiroang;

(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1{{huruf b, terdiri atas:
Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa;

Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua;

Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;

Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua;

Kawasan Perkotaan Kassa di Kecamatan Batulappapa; dan

. Kawasan Perkotaan Taddokkong di Kecamatan Lembang

(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliguti pusat-pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa,
terdiri atas:

Pusat permukiman perdesaan Lero di Kecamatan Suppa;

Pusat Permukiman perdesaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;

Pusat Permukiman perdesaanWaetuoe di Kecamatan Lanrisang;

Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa;

Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua,;

Pusat Permukiman perdesaan Lembang Mesakada di Kecamatan

Lembang;

Pusat permukiman perdesaan Sali-Sali di Kecamatan Lembang; dan

Pusat permukiman perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang.
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(5) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran Tabel II.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf b di Kabupaten Pinrang terdiri atas:
a. Sistem jaringan transportasi darat;

b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
c. Sistem jaringan transportasi udara.

(2) Sistem jaringan prasarana utama digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [.1 dan
tercantum pada Lampiran Tabel II.2 dan Lampiran Tabel II.3, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Sistem jaringan jalan; dan
b. Sistem jaringan perkeretaapian.
(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di
Kabupaten Pinrang, terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b di Kabupaten Pinrang terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.

Pasal 13

(1) Sistem jaringan jalan di Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. Jaringan jalan arteri primer;
b. Jaringan jalan kolektor primer; dan
c. Jaringan jalan lokal;

(2) jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
yang ada di Kabupaten Pinrang meliputi:

a. Ruas Batas Provinsi Sulawesi Barat — Batas Kota Pinrang sepanjang
43,554 (empat puluh tiga koma lima lima empat) kilometer;

b. Ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 0,891 (nol koma delapan
sembilan satu) kilometer;

c. Ruas jalan Ahmad Yani sepanjang 2,804 (dua koma delapan kosong
empatékilometer;

d. Ruas Batas Kota Pinrang — Batas Kota Parepare sepanjang 20,154 (dua
puluh koma satu lima empat) kilometer; dan

e. Ruas jalan Jenderal Sudirman sepanjang 2,912 (dua koma sembilan satu
dua) kilometer;

(3) jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
yang ada di Kabupaten Pinrang merupakan jaringan jalan kolektor primer
K2 dan jaringan jalan kolektor primer K4;

(4) jaringan jalan kolektor primer K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
ada di Kabupaten Pinrang meliputi:

a. Ruas Pinrang -Rappang sepanjang 19,68 (sembilan belas koma enam
delapan{ kilometer;

b. Ruas jalan Pincara — Malimpung — Malaga Batas Kabupaten Enrekang
sepanjang 22,50 (dua puluh dua koma lima nol) kilometer; dan

c. Ruas jalan Tuppu - Bakaru sepanjang 20,00 (dua puluh koma nol)
kilometer;

(5) jaringan jalan kolektor primer K4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
ada di Kabupaten Pinrang tercantum dalam lampiran II.2 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

(6) jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang ada
di Kabupaten Pinrang tercantum dalam lampiran Tabel II.2 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.



Pasal 14

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat

(2) huruf b di Kabupaten Pinrang meliputi:

a. Trayek angkutan; dan

b. Terminal.

(2) Trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Trayek angkutan barang , terdiri atas:

1. Trayek angkutan barang dalam provinsi yang melayani pergerakan
moda angkutan barang antara Kabupaten Pinrang dengan
gabupaten /Kota lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

an

2. Trayek angkutan barang antar provinsi yang melayani pergerakan
moda angkutan barang antara Kabupaten Pinrang dengan
Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Pulau Sulawesi.

b. Trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) yang
melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara
Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah
Pulau Sulawesi;

c. Trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) yang
melayani pergerakan moda angkutan umum penumpang antara
Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan; dan

d. Trayek angkutan penumpang perdesaan yang melayani pergerakan moda
angkutan umum penumpang antara Kawasan Perkotaan Pinrang dengan
PPK dalam wilayah Kabupaten Pinrang.

(3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Paleteang;
b. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C, terdiri dari:
. Terminal Suppa di Kecamatan Suppa;
Terminal Jampue di Kecamatan Lanrisang;
Terminal Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe;
Terminal Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;
Terminal Tiroang di Kecamatan Tiroang;
Terminal Teppo di Kecamatan Patampanua;
Terminal Cempa di Kecamatan Cempa;
Terminal Kassa di Kecamatan Batulappa;
. Terminal Pekkabata di Kecamatan Duampanua; dan
10. Terminal Taddokkong di Kecamatan Lembang.
(4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan terminal
terpadu; dan
(5) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 15

(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat
(1) huruf b, di Kabupaten inrang ditetapkan dalam rangka
mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah
nasional, Pulau Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan;

(2) Jaringan jalur kereta api seba%aimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
hurut a, merupakan jarmggn jalur kereta api umum antarkota Lintas Barat
Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubun%kan Provinsi Sulawesi
Tengah — Provinsi Sulawesi Barat — Parepare — Pinrang — Pangkajene -
Pinrang — Makassar — Sungguminasa — Takalar — Bulukumba - Watampone
— Parepare;

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b
ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna
transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda
transportasi lain; dan

(4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
huruf ¢ diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) hurut b, terdiri atas:
a. Tatanan kepelabuhanan; dan
b. Alur pelayaran.

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 51) huruf a
berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang,



pelayanan anglliiutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan
angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, dan industri:

(3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas:

a. Pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Kajuanging di Kecamatan
Lembang;

b. Pelabuhan pengumpan terdiri atas:

1. Pelabuhan Marabombang di Kecamatan Suppa;
2. Pelabuhan Ujung Lero di Kecamatan Suppa; dan
3. Pelabuhan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe.

c. Terminal khusus yaitu Terminal Khusus PLTD Suppa di Kecamatan
Suppa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan Kajuanging
dan pelabuhan nasional lainnya; dan

b. alur pelayaran lokal yang menghubungkan pelabuhan pengumpan di
IS{albupaten Pinrang dan pelabuhan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi

elatan.
(5) Alur Eelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan bersama
untu kepentinﬁan pertahanan dan keamanan negara; dan
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 17

(1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. Tatanan kebandarudaraan; dan
b. Ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk
menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat
udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat
perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian
nasional dan daerah:

(3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
bandar udara umum yaitu Bandar Udara Malimpung di Kecamatan
Patampanua, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul;

(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksu ada ayat (1)
hurut b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka
menjamin keselamatan penerbangan;

(5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdiri atas:

a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;

b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi
penerbangan; dan

c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

(6) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
%imanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

egara;

(7 Ru%ng udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) hurut c di Kabupaten Pinrang terdiri atas:
a. Sistem jaringan energi;
b. Sistem jaringan telekomunikasi;
c. Sistem jaringan sumber daya air; dan
d. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 19

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. pembangkit tenaga listrik; dan

b. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan rencana pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan
energy terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada
daerah-daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Pinrang terdiri atas:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kecamatan Lembang
dengan kapasitas 126 (seratus dua puluh enam) megawatt;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Suppa di Kecamatan Suppa
dengan kapasitas 62 (enam puluh dua) megawatt;

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sawitto di Kecamatan
Patampanua dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) megawatt;

d. Pengembangan energy listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan
untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah
terpencil dan terisolir di Kabupaten Pinrang terdiri atas:

1. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di
Kecamatan Lembang, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan
Duampanua; dan

2. Rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) Mwe.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (ISUTT) kapasitas 150 (seratus lima
puluh) KV Gyang menghubungkan GI Bakaru — GI Tuppu - GI Pinrang, GI
Pinrang - GI Parepare, dan GI Parepare — GI Suppa; dan

b. Gardu %nduk (GI) Bakaru dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat
di Kecamatan Lembang dan GI Pinrang dengan kapasitas 20 (dua puluh)
MVA di Kecamatan Watang Sawitto.

(4) Rincian sistem jaringan energi di Kabupaten Pinrang tercantum dalam
Lampiran Tabel 1.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) huruf b ditetapkan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat
dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi;

(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a. jaringan teresterial; dan
b. jaringan satelit.

(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang meliputi
satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler
berupa menara Base Transceiver Station telekomunikasi yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Pinrang di Kecamatan Watang
Sawitto dengan kapasitas 3.576 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam)
satuan sambungan telepon.

(7) Rincian sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Pinrang tercantum
dalam Lampiran I.1 dan tercantum dalam Lampiran Tabel II.5 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang
terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air,
dan pengendalian daya rusak air

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas sumber air dan prasarana sumber daya air;

Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan

pada sungai, bendung, bendungan, embung, sumber air permukaan

lainnya, dan cekungan air tanah (CAT);

Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Air permukaan yang bersumber dari WS Saddang sebagai wilayah sungai
lintas provinsi yang meliputi DAS Kariango, DAS Rappang, dan DAS
Karajae;

b. Bendung, yaitu Bendung Benteng dan Bendung Pasolengan di Kecamatan
Duampanua, , Bendung Padang Lolo dan Bendung Taccipi di Kecamatan
Patampanua dan Bendung Kalosi di Kecamatan Lembang;

c¢. Bendungan yaitu Bendungan Bakaru di Kecamatan Lembang;

d. Embung, yaitu Embung Watangpulu di Kecamatan Suppa, dan Embung
Watang Kasa I dan Embung Watang Kasa II di Kecamatan Batu Lappa,
Embung Binanga Karaeng I dan Embung Binanga Karaeng II di
Kecamatan Lembang, dan Embung Malimpung di Kecamatan
Patampanua;

e. sumber air permukaan lainnya berupa mata air yang meliputi mata air
Pakeng, mata air Taddokkong, dan mata air Tuppu di Kecamatan
Lembang, mata air Rajang, dan mata air Massewae di Kecamatan
Duampanua, dan mata air Tapporang di Kecamatan Batulappa; dan

f. Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT)
lintas kabupaten, yaitu CAT Sidenreng Rappang yang melintasi
Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang,
Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang,
Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, dan Kecamatan
Duampanua;

Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

sistem jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir;

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi

jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier

yang melayani DI di wilayah Kabupaten Pinrang;

DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas:

a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah yaitu DI Saddang dengan luas
pelayanan 42.931 (empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu)
hektar;

b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi yaitu rencana pengembangan
Bendung DI Taccipi dengan luas pelayanan 1.568 (seribu lima ratus enam
puluh delapan) hektar di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua; dan

c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari 87
(delapan puluh tujuh) DI meliputi total luas pelayanan 9.557 (sembilan
ribu lima ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di sebagian wilayah
Kecamatan Lembang, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Patampanua,
Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Mattiro Bulu.

jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,;

Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5),

adalah dengan melakukan pengendalian terhadap luapan air Sungai

Saddang dan Sungai Kariango;

(10)Rincian sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), tercantum dalam Lampiran Tabel II.6 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 22

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

Sistem pengelolaan persampahan

Sistem penyediaan air minum (SPAM);

Sistem jaringan drainase;

Sistem jaringan air limbah;

Jalur evakuasi bencana;

0 ooy

Pasal 23

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan
mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;

(2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pinrang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS),
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pemrosesan akhir
(TPA) sampabh;

(3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Pinrang
meliputi TPS sampah organic dan TPS sampah an organic direncanakan
pada unit lingkungan permukiman dan di kawasan perkotaan PKL, PPK dan
PPL yang dikembangkan dengan sistem transfer depo;

(4) Lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten
Pinrang ditetapkan di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua dengan
luasan 5,3 (lima koma tiga) hektar;

(5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pinrang diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(6) Rincian sistem pengelolaan persampahan tercantum dalam Lampiran Tabel
II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf
b ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas
penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta
meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;

(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan perpipaan
dan bukan jaringan perpipaan;

(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit
pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan Kabupaten Pinrang;

(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air
hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan
perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Pinrang
dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin
ketersediaan air baku;

(6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit air baku yang bersumber dari:

1. Sungai, yaitu Sungai Saddang dan Sungai Kariango; dan

2. Mata air, yaitu mata air Pakeng di Kecamatan Lembang, dan mata air
Rajang di Kecamatan Duampanua.

b. unit produksi air minum meliputi:

1. SPAM Zona I, meliputi Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan
Paleteang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Tiroang, Kecamatan
Cempa dan Kecamatan Batulappa mengambil air baku dari Bendung
Benteng;

2. SPAM Zona II, meliputi Kecamatan Suppa,Kecamatan Lanrisang,
Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe mengambil air

baku dari Sungai Kariango; dan



3. SPAM Zona IlI,meliputi Kecamatan Lembang dan Kecamatan
Duampanua mengambil air baku dari mata air Pakeng dan/atau mata
air Rajang.

c. unit distribusi air minum ditetapkan di seluruh kecamatan.

(7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan
melalui rekayasa pengolahan air baku;

(8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(9) Rincian sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran Tabel II.8
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c
meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder
dan sistem saluran drainase tersier yang  ditetapkan dalam rangka
mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di
kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan
kawasan pariwisata,;

(2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai
Saddang, dan Sungai Kariango yang melayani kawasan perkotaan di
Kabupaten Pinrang.

(3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan,
kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran
primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman;

(4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan pada kawasan permukiman; dan

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir;

(6) Rincian sistem jaringan drainase tercantum dalam Lampiran Tabel I1.9 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d
ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan
pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sistem pembuangan air limbah setempat dan sistem pembuangan air
limbah terpusat;

(3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air
limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki
sistem pembuangan air limbah terpusat;

(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah,
pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada
kawasan industri, kawasan rumah sakit, dan kawasan permukiman padat;

(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air
limbah;

(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan
sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona
penyangga;

(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) meliputi:

a. Sistem pembuangan air limbah terpusat Rumah Sakit Umum Daerah
Lasinrang di Kecamatan Watang Sawitto;

b. Sistem pembuangan alr limbah terpusat kawasan industri Suppa-
Mattiro Bulu di Kecamatan Suppa dan Kecamatan Mattiro Bulu; dan



c. Sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Pinrang di
sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan
Tiroang, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto;

(8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(9) Rincian sistem jaringan drainase tercantum dalam Lampiran Tabel II.10
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

(1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf e, bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat
digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi
bencana;

(2) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa
jalur evakuasi bencana (escape way) dan ruang evakuasi bencana (melting
point);

(3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. ruas jalan Lero Minralo — Tana Mili, ruas jalan Sabangparu — Ladea -
Tonrognge dan ruas jalan Ujung Lero — Tana Mili di Kecamatan Suppa;
ruas jalan Jampue — Paladang — Polewali — Tonrongnge di Kecamatan
Lanrisang;

C. guas jalan Langnga - Patobong - Cappakala di Kecamatan Mattiro

ompe,;

d. ruas jalan Wakka — Akka%ang — Cempa Pasar di Kecamatan Cempa;

e. ruas jalan Kajuanging — Tuppu dan ruas jalan Pajalele — Teppo — Cenrana

di Kecamatan Lembang; dan

f. ruas jalan Paria — Pekkabata, ruas jalan Serang - Kappe — Data, dan ruas

jalan Maroneng - Bungi — Rajang di Kecamatan Duampanua.

(4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan
huruf b direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan
dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan
paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-
tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana,;

(5) ruang evakuasi bencana (Melting point) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi
korban bencana meliputi:

a. Pos Angkatan Laut dan SD 230 Majjakka B di Kecamatan Suppa;

b. Lapangan Sepak Bola Cappakala di Kecamatan Mattiro Sompe;

c. Kantor Camat Cempa di Kecamatan Cempa;

d. Lapangan Sepakbola Pekkabata, dan lapangan sepak bola Rajang di

Kecamatan Duampanua; dan

e. SD 141 Tuppu dan Lapangan Terbuka Cenrana di Kecamatan Lembang.
(6) Rincian jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran Tabel II.11 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

=

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan dengan tujuan
mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai
kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan;

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan
budidaya; dan

(3) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [.2 dan Lampiran [I.12 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraruran Daerah ini.



Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 29

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri

atas:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya ;

b. Kawasan perlindungan setempat;

c. Kawasan rawan bencana alam;

d. Kawasan lindung geologi; dan

e. Kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 30

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan kawasan yang
ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi,
menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara
tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup
bagi peresapan air hujan;

(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kawasan hutan lindung; dan
b. Kawasan resapan air.

(3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dengan luas 45.168 (empat puluh lima ribu seratus enam puluh delapan)
hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian
wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa,
dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

(4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
ditetapkan di kawasan sekitar hutan lindung dan kawasan sekitar daerah
aliran sungai di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah
Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan
sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan

(5) Rincian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana pada ayat (2) tercantum pada Lampiran Tabel
I1.13, yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi
sungai, danau atau waduk, dan RTH kawasan perkotaan dari kegiatan budi
daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya,;

(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. Kawasan sempadan sungai;

b. Kawasan sempadan pantai;

c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan

d. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana pada ayat (2) huruf a, ditetapkan
di Sungai Kariango, dan Sungai Saddang dengan ketentuan:

a. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan dengan kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3
(tiga) meter paling sedikit berjarak 10 (sepuluh ) meter dari tepi kiri dan
kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

b. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggul di dalam kawasan
perkotaan dengan kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai
dengan 20 (dua puluh) meter paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter
dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai,



c. daratan sepanjang tepian sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

d. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan
paling sedikit berjarak 5 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur
sungai; dan

e. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan
paling sedikit berjarak 3 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur
sungai.

(4) Kawasan sempadan pantai sebagaimana pada ayat (2) huruf b, ditetapkan
di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Pinrang sepanjang 101 (seratus satu)
kilometer di Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro
Sompe, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang, dengan
ketentuan:

a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus)
meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau

b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya
curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan
kondisi fisik pantai.

(5) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana pada ayat (2) huruf b,
ditetapkan di Bendungan Benteng Kecamatan Patampanua dengan
ketentuan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air
tertinggi;

(6) Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana pada ayat
(2) huruf c, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang
ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis,
social budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL dan PPK di Kabupaten
Pinrang; dan

(7) Rincian kawasan perlindungan setempat sebagaimana pada ayat (2)
tercantum pada Lampiran Tabel II.14, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 3
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 32

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf c, ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal
mungkin atas kemungkinan bencana alam terhadap fungsi lingkungan
hidup dan kegiatan lainnya

(2) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a. Kawasan rawan banjir;
b. Kawasan rawan gelombang pasang; dan
c. Kawasan rawan tanah longsor.

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
ditetapkan di kawasan daerah aliran Sungai Saddang yang meliputi
sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dengan luasan 5.465 (lima ribu
empat ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Suppa
dengan luasan 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) hektar, sebagian
wilayah Kecamatan Cempa dengan luasan 658 (enam ratus lima puluh
delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe dengan luasan
1.741 (seribu tujuh ratus empat puluh satu) hektar, dan sebagian wilayah
Kecamatan Lembang dengan luasan 97 (sembilan puluh tujuh) hektar;

(4) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang
meliputi sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan
Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah
Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

(5) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lembang, sebagian wilayah
Kecamatan Batu Lappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua; dan

(6) Rincian kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum pada Lampiran Tabel II.11, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan peraturan daerah ini.



Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 33

(1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d
ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin
atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air
tanah

(2) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gempa

bumi, kawasan rawan tsunami, dan kawasan rawan abrasi; dan
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa
kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sekitar mata air.

(3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi
sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan
Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah
Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

(4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi
sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan
Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah
Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

(5) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pinrang yang meliputi
sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan
Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah
Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

(6) kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
huruf b meliputi daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat
untuk mempertahankan fungsi air tanah berupa kawasan Cadangan Air
Tanah Pinrang Sidenreng ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah
Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian
wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang,
sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan
Patampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua;

(7) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Batu Lappa, sebagian wilayah
Kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang dengan
ketentuan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air;
dan

(8) Rincian kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tercantum pada Lampiran Tabel II.15, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan peraturan daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 34

(1) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e
ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin
keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas
nilai dan keanekaragamannya;

(2) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
kawasan konservasi wilayah pesisir dan Ci)ulau— ulau kecil;

(3) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas,
dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;

(4) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)ditetapkan di:

a. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan
hutan pantai berhutan bakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah
Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa,



sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah
Kecamatan Lembang; dan

b. kawasan konservasi C{)erairan laut berupa kawasan konservasi terumbu
karang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian
wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro
Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah
Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

(5) Rincian kawasan lindung lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat C{Q{(,
tercantum pada Lampiran Tabel II.16, yang merupakan bagian tida
terpisahkan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 35

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), terdiri
atas :

kawasan peruntukan hutan produksi;
kawasan peruntukan hutan rakyat;
kawasan peruntukan pertanian;
kawasan peruntukan perikanan;
kawasan peruntukan pertambangan;
kawasan peruntukan industri;
kawasan peruntukan pariwisata;
kawasan peruntukan permukiman; dan
kawasan peruntukan lainnya.

PR 00T

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luas
26.437 (dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh) hektar
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan luas 1.129 (seribu
seratus dua puluh sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro
Bulu dengan luas 1.324 (seribu tiga ratus dua puluh empat) hektar,
sebagian wilayah Kecamatan Batulappa dengan luas 2.121 (dua ribu
seratus dua puluh satu) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang
dengan luas 16.289 (enam belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan)
hektar;

(2) Rincian kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran
Tabel II.17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 37

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf b, dengan luas 800 (delapan ratus) hektar ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua,
sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan
Lembang.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pinrang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
b. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura;



c. Kawasan peruntukan perkebunan; dan

d. Kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan
luas 44.861 (empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu)
hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian
wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan
Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah
Kecamatan Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang,
sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan
Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah
Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan
sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan
luas 30.914 (tiga puluh ribu sembilan ratus empat belas) hektar
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah
Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang,
sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan
Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian
wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua,
sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan
Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian
wilayah Kecamatan Lembang;

(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, merupakan kawasan peruntukan pertanian holtikultura
komoditas sayur-sayuran dengan luas 30.914 (tiga puluh ribu sembilan
ratus empat belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa,
sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan
Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah
Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian
wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Cempa,
sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan
Batulappa;

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dengan luas 24.417 (dua puluh empat ribu empat ratus tujuh belas
ribu) hektar terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kelapa ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan
Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah
Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua,
sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah
Kecamatan Lembang;

2. Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Lembang, dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa;

3. Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Lembang,
sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan
Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah
Kecamatan Batulappa;

4. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian
wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang,
sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, sebagian wilayah Kecamatan
Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang.

(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan
Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah
Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua,
sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan
Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian
wilayah Kecamatan Lembang; dan

b. Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan
Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah
Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan Watang Sawitto,
sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan
Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah



Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian
wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan
Lembang.

(6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pinrang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian
pangan berkelanjutan, dengan luas 44.861 (empat puluh empat ribu
delapan ratus enam puluh satu) hektar; dan

(7) Kawasan peruntukan pertanian tercantum pada Lampiran Tabel II.18 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf d, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;

b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;

c. kawasan pengolahan ikan;

d. kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi
kawasan pesisir dan laut Kecamatan Suppa, kawasan pesisir dan laut
Kecamatan Lanrisang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mattiro Sompe,
kawasan pesisir dan laut Kecamatan Cempa, kawasan pesisir dan laut
Kecamatan Duampanua, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan
Lembang;

(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Kawasan budldaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkan
di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan
Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah
Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan
sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

b. Kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah
Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe,
sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan
Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan

c. Kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang,
sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan
Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, dan sebagian
wilayah Kecamatan Duampanua.

(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah
Kecamatan Lanrisang, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe,
sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan
Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

(5) Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Suppa, Kecamatan
Mattiro Sompe, dan Kecamatan Lembang;

(6) Kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran Tabel II.19 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf S
Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf e,terdiri atas:
a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara; dan
b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

a. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa
belerang ditetapkan di sebagian wilayah Desa Sulili Kecamatan Paleteang;
b. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan terdiri atas:
1. komoditas batu gamping, ditetapkan di sebagian wilayah Kelurahan
Tellumpanua Kecamatan Suppa,;
2. komoditas pasir kuarsa, ditetapkan di sebagian wilayah Desa
Malimpung Kecamatan Patampanua dan Kecamatan Tiroang;
3. komoditas andesit, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa;
4. komoditas urukan tanah setempat ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Suppa dan sebagian wilayah Kecamatan Duampanua; dan
5. komoditas kerikil berpasir alami, ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah Kecamatan Paleteang.
Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian dari
kawasan pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang berada
di wilayah Kabupaten Pinrang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Patampanua, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah
Kecamatan Lembang dan sebagian wilayah Kecamatan Batulappa; dan
Rincian kawasan peruntukan wilayah pertambangantercantum pada
Lampiran Tabel [I.20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf

f, meliputi:

a. Kawasan peruntukan industri besar;

b. Kawasan peruntukan industri sedang; dan

c¢. kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan kawasan industri manufaktur, ditetapkan di sebagian

wilayah Kecamatan Suppa, dan sebagian wilayah Kecamatan Mattiro

Sompe;

Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas hasil hutan dan
pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa dengan
luasan 100 (seratus) hektar; dan

b. Kawasan peruntukan industri logam, mesin, dan tekstil ditetapkan di
sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu dengan luasan 385 (tiga ratus
delapan puluh lima) hektar.

Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ merupakan kawasan aglomerasi industry rumah tangga,

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah

Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang,

sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan

Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah

Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian

wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua,

sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan

Lembang; dan

Rincian kawasan peruntukan industri tercantum pada Lampiran Tabel 11.21

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 42

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf g, meliputi:

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan

c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.

Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas:

a. Makam Tuan Fakki di Kecamatan Fakkie Kecamatan Tiroang;



(3)
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b. Makam Pallipa Putee di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe;

c. Wisata Religi Dusun Tanreassona di Desa Padakkalawa, Saoraja Alitta di
ge?a Pananrang, dan Sumur Bidadari Desa Alitta di Kecamatan Mattiro

uluy;

d. Masjid Tua Tondo Bunga Desa Letta, dan Benteng Paremba Desa Benteng
Paremba di Kecamatan Lembang;

e. Makam Raja - raja Kaballangan Desa Kaballangan, dan Makam
Tosalamae di Desa Massewae di Kecamatan Duampanua;

f. Masjid Tua At Tagwa Jampue dan Saoraja Datu Lanrisang di Kecamatan
Lanrisang;

%. Saoraja Datu Lanrisang di Kecamatan Lanrisang;

.Pengrajin Sarung Sutra Mandar, Masjid Tua Uf'un Lero Desa Lero, Istana
Datu Suppa dan Makam Besse Kajuara Kelurahan Watang Suppa di
Kecamatan Suppa;

i. Makam Lasinrang di Kelurahan Laleng Bata, Makam Petta Malae di
Kelurahan Temmasarangnge, Arajang Sawitto dan Pusara Benteng
Sawitto dan Makam Addatuang Sawitto Matinro Langkara’na Kecamatan
Paleteang; dan

j- Saoraja Desa Liang Garessi, Monumen Lasinrang, Istana Addatuan

Sawitto Kelurahan Sawitto dan Kompleks Makam Raja-raja Sawitto di
Kecamatan Watang Sawitto.

Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri atas:
a. Sungai Lue dan Sumber Air Panas Rajang Balla Desa Benteng Paremba,
Permandian Air Panas Lemo Susu, Air Terjun Karawa, Kali Jodoh,
Permandian Batu Pandan Kelurahan Betteng, Permandian Balaloang
Permai Desa Pakeng, Goa Paniki Desa Binanga Karaeng, dan Pantai
Kajuanging dan Pantai Kanipang Desa Sabbangparu di Kecamatan
Lembang;
. Goa Batu Lappa Desa Batu Lappa Kecamatan Batulappa;
. Bukit Tirasa Kelurahan Lampa, Air Terjun Lamoro Desa Massewae,
Permandian Pasandorang Desa Kaballangang, dan Pantai Kappe dan
Pantai Maroneng di Kelurahan Data Kecamatan Duampanua;
d. Bulu Paleteang di Kelurahan Temmassaarangnge, dan Permandian Air
Panas Sulili Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang;
. Batu Moppangnge Desa Malimpung Kecamatan Patampanua,;
Pantai Ammani Desa Mattirotasi, dan Pantai Ujung Tape Kelurahan
Pallameang Kecamatan Mattiro Sompe;
%. Pantai Wakka Desa Tadarvl‘?palie Kecamatan Cempa;
.Pantai Wiring Tasi Desa Wiring Tasi, Pantai Ujung Lero Desa Lero, Pantai
Ujung Labuang Desa Ujung Labuang, Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru
Desa Tasiwalie Pantai Bonging Ponging Desa Lotang Salo , Pantai
Pelabuhan Marabombang, dan Pulau Kamarrang Kecamatan Suppa; dan
i. Pantai Wae Tuwoe Desa Wae Tuwoe Kecamatan Lanrisang.
Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, terdiri atas:
a. Danau Buatan PLTA Bakaru di Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang;
b. Bendun%/?n Benteng di Kelurahan Benteng dan rumah makan terapung
di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua; dan

c. Tempat pengasapan ikan, tempat pembuatan perahu tradisional,
perkebunan kelapa dalam dan pelabuhan nelayan di Desa Lero
Kecamatan Suppa.

Rincian kawasan peruntukan pariwisatatercantum pada Lampiran Tabel

[1.22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 43

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

huruf h, terdiri atas :

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan

b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh

kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari

sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum,

serta prasarana wilayah perkotaan lainnya;

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan di:

a. Kawasan Perkotaan Pinrang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan sebagian
wilayah Kecamatan Tiroang;
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b. Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa;

c. Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua;

d. Kawasan Perkotaan Baru Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu;

e. Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua;

f. Kawasan Perkotaan Kassa di Kecamatan Batulappapa; dan

g. Kawasan Perkotaan Taddokkong di Kecamatan Lembang.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh

kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang
rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan di :

a. Kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL di sebagian wilayah
Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian
wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang,
sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah
Kecamatan Lembang; dan

b. Kawasan permukiman transmigrasi di Kecamatan Duampanua.

Rincian kawasan peruntukan permukiman tercantum pada Lampiran Tabel

I1.23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 44

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
i, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan

b. Kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).

Rincian kawasan peruntukan lainnyatercantum pada Lampiran Tabel I1.24
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1) huruf a, Iyaitu kawasan yang merupakan aset-aset
pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kawasan Perkantoran Komando Distrik Militer 1404 Pinrang di
Kecamatan Paleteang;

b. Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Suppa, Kecamatan Mattiro
Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Paleteang, Kecamatan
Patampanua, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang;

c. gawasan Perkantoran Kepolisian Resort Pinrang di Kecamatan Watang

awitto;

d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Suppa, Kecamatan Mattiro Bulu,
Kecamatan Lanrisan%, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Watang
Sawitto, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Cempa,
Kecamatan Patampanua, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan
Lembang;

e. Kawasan Batalyon 721 Makkasau Kompi Markas Benteng dan Kompi
Bantuan Ambo Alle di Kecamatan Patampanua;

f. Kawasan Direktorat Kepolisian Air dan Udara (POLAIRUD) Kepolisian
Daerah Sulawesi Selatan Barat di Karaballo Kecamatan Suppa;

g. Kawasan Pos Angkatan Laut di Tanamilie Kecamatan Suppa;

h. Kawasan Komando Satuan Angkatan Udara (KOPSAUS) II TNI AU di
Malimpung Kecamatan Patampanua.

Pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Eeningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan

eamanan negara; dan

b. penataan kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 46

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, merupakan kawasan udara sekitar Bandar
Udara Pengumpul Malimpung di Kecamatan Patampanua berupa ruang udara



bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP
yang sudah ditetapkan di Bandar Udara Pengumpul Malimpung yang berada
pada wilayah Kabupaten Pinrang.

Pasal 47

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 - 45 dapat dilaksanakan apabila tidak
mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat
rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan
penataan ruang di Kabupaten Pinrang.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 48

(1) Kawasan strategis Kabupaten Pinrang merupakan bagian wilayah
Kabupaten Pinrang yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang
ekonomi, sumberdaya alam, dan/atau lingkungan;

(2) Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Pinrang terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

(3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Pinrang,digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada
Lampiran [.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 49

Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)
huruf a, adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare yang
merupakan kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan ekonomi
yang berada di Kabupaten Pinrang.

Pasal 50

(1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Pinrang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan
teknologi tinggi; dan

c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup.

(2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas beras dan jagung
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah
Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang,
sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah Kecamatan
Watang Sawitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, sebagian
wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua,
sebagian wilayah Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan
Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa, dan sebagian
wilayah Kecamatan Lembang;

b. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan
unggulan kopi robusta, kakao, dan jambu mete ditetapkan di ditetapkan
di sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu, sebagian wilayah
Kecamatan Paleteang, sebagian wilayah Kecamatan Tiroang, sebagian
wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Patampanua,
sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan
Batulappa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang; dan
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c. Kawasan pengembangan budidaya udang ditetapkan di sebagian wilayah
Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan Lanrisang, sebagian
wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa,
sebagian wilayah Kecamatan Duampanua, dan sebagian wilayah
Kecamatan Lembang.

KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan

teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang di wilayah
Kabupaten Pinrang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan
Duampanua, sebagian Kecamatan Batulappa, sebagian Kecamatan
Lembang dan sebagian Kecamatan Patampanua; dan

b. kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kecamatan
Lembang.

KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan kawasan hutan

lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Patampanua, sebagian
wilayah Kecamatan Duampanua, sebagian wilayah Kecamatan Batulappa,
dan sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

Pasal 51

KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan
sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan
d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup.
KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan perkotaan Pinrang sebagai pusat emerintahan, pusat
pelayanan kesehatan, pusat elayanan pendidikan, dan pusat
erdagangan dan jasa ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watan
awitto, sebagian wilayah Kecamatan Paleteang, dan sebagian wilaya
Kecamatan Tiroang;
b. Kawasan Agropolitan yang terdiri atas:

1. Kawasan Agropolitan Bakaru yang berbasis agrobisnis komoditas
Eertanian tanaman pangan, komoditas pertanian hortikultura dan

omoditas perkebunan ditetapkan di Kecamatan Lembang;

2. Kawasan Agropolitan Sipatuo, Malimpung, dan Padang Loang
(SIPUNDANG) yang berbasis agrobisnis E)(omoditas perkebunan yan
ditunjang oleh komoditas perikanan dan peternakan ditetapkan di
Kecamatan Patampanua;

3. Kawasan Agropolitan Watang Pulu, Alitta, dan Makkawaru (WALIMA)
yang berbasis agrobisnis komoditas peternakan ditetapkan di
Kecamatan Mattiro Bulu;

4. Kawasan Agropolitan Batulappa yang berbasis agrobisnis komoditas
pertanian tanaman pangan dan peternakan ditetapkan di Kecamatan
Batulappa;

5. Kawasan Agropolitan Tiroang yang berbasis agrobisnis komoditas
pertanian ditetapkan di Kecamatan Tiroang;

6. Kawasan Agropolitan Paleteang yang berbasis agrobisnis komoditas
pertanian ditetapkan di Kecamatan Paleteang;

7. Kawasan Agropolitan Cempa yang berbasis agrobisnis komoditas
gertanian dan komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Cempa;

an

8. Kawasan Agropolitan Sawitto yang berbasis agrobisnis komoditas
gertanian dan komoditas peternakan ditetapkan di Kecamatan Watang

awitto.
c. Kawasan Minapolitan yang terdiri atas:

1. Kawasan Minapolitan Paria, Data Bittoeng, dan Maroneng (PADABIMA)
%ang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di

ecamatan Duampanua yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan
Kajuangin,

2. Kawasan Minapolitan Wiringtasi yang berbasis agrobisnis budidaya
komoditas perikanan ditetapkan di Kecamatan Suppa yang ditunjang
oleh Tempat Pendaratan Ikan Pelabuhan Ujung Lero;

3. Kawasan Minapolitan Mattiro Sompe, Lanrisang dan Cempa (MALACE)
yang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan ditetapkan di
Kecamatan Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Lanrisang dan
Kecamatan Cempa yang ditunjang oleh Tempat Pendaratan Ikan
Pelabuhan Langnga;
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d. Kawasan Pariwisata Alam Lembang ditetapkan di Kecamatan Lembang;

e. Kawasan Pariwisata Alam Permandian Air Panas Sulili ditetapkan di
Kecamatan Paleteang;

f. Kawasan Industri ditetapkan di sebagian wilayah Kecataman Suppa dan
sebagian wilayah Kecamatan Mattiro Bulu; dan

g. Kawasan rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM) Buttusawe di Kecamatan
Duampanua.

KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terdiri atas;

a. Kawasan Istana Addatuang Sawitto di Kecamatan Watang Sawitto;

b. Kawasan Monumen dan Makam Lasinrang di Kecamatan Paleteang dan

c. Kawasan Makam Tuan Fakki di Kecamatan Tiroang.

KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan

teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah

Kawasan Bendungan Benteng di Kecamatan Patampanua,;

KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;

a. kawasan jalur hijau hutan mangrove pesisir pantai Kabupaten Pinrang di

sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian wilayah Kecamatan

Lanrisang, sebagian Wilagah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah

Kecamatan Cempa, sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dan

sebagian wilayah Kecamatan Lembang;

kawasan Hutan Kota Bulu Paleteang di Kecamatan Paleteang; dan

kawasan rawan banjir di sebagian wilayah Kecamatan Suppa, sebagian

wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, sebagian wilayah Kecamatan Cempa,

sebagian wilayah Kecamatan Duampanua dan sebagian wilayah

Kecamatan Lembang.

KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana

dimaksud pada huruf b, dan huruf c ditetapkan sebagai Kawasan Strategis

Cepat Tumbuh; dan

Rincian KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

dan huruf d, tercantum pada Lampiran Tabel II.25 yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

oo

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 52

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pinrang berpedoman pada
rencana struktur ruang dan pola ruang;

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas:

a. Indikasi program utama;

b. Indikasi sumber pendanaan;

c. Indikasi pelaksana; dan

d. Indikasi waktu pelaksanaan.

Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan
pola ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten,;
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan/atau
masyarakat;

Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah,
dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Pinrang; dan
Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi
instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten Pinrang;

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi;

b. Ketentuan perizinan;

c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. Ketentuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi

pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi dan dasar pemberian

izin pemanfaatan ruang;

Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pusat kegiatan;

ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;

ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi,

ketentuan umum  peraturan zonasi untuk sistem = jaringan

telekomunikasi;

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya
air; dan

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan
lingkungan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan
syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

b. Intensitas pemanfaatan ruang;

c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau

d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.

po o

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan di
Kall)upaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a,
meliputi:

a. kegiatan gang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan
pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan
jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan,
pelayanan kesehatan, kegiatan industri skala besar, sedang, dan rumah
tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional,
kegiatan permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan negara,
kegiatan pariwisata, kegiatan pertanian, kegiatan penyediaan lokasi dan



(1)

(2)

jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan
emantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1 yang memenuhi persyaratan
teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;

c. kegiatan yang tida diperbolehkan meliputi meliputi kegiatan
ﬁertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan

egiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi
bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan
kawasan;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. Eenerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi
etentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB
terhadap jalan;
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis
mitigasi bencana; dan
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan
tingkat KW Tpahng tinggi 80% (delapan puluh persen);

e. Eenyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas

awasan perkotaan,;

f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa
skala kabupaten dan/atau kecamatan;

2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor
informal, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;

3. kolam genampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang
rawan banjir; dan

4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan funlgisi perdagangan
dan jasa, pariwisata, kesehatan, pendidikan, serta perkantoran.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di
Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b,
terdiri atas:

a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan yanﬁ terdiri atas arahan
peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, dan
jalan kolektor primer;

b. arahan peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yan
terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan termina
penumpang tipe C, dan terminal barang;

c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian
yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
stasiun kereta api dan untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api;

d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri
atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan
pengumpan dan untuk alur pelayaran; dan

e. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara yang
terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar
udara umum dan ruang udara untuk penerbangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan,
ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan
utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman
pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak
mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik
jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang
mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan
pengguna jalan;

d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30%
(tiga puluh persen); dan

e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka
harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi
jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal

penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang
operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C;



(4)

(5)

(6)

(7)

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada angka lyang tidak mengganggu keamanan
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal
penumpang tipe C;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi
terminal penumpang tipe C; dan

d. terminal penumpang tipe C dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya
diserasikan dengan luasan terminal.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang
operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal
barang;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi
terminal barang; dan

d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan
dengan luasan terminal.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan stasiun kereta api

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta
api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan
pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun
penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan
dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun
kereta api; dan

d. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang
penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sepanjang sisi jalur kereta

apisebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur
kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur
kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu
konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan
pengguna kereta api;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik
jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan
jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi
kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;

d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling
rendah 30% (tiga puluh persen); dan

e. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus
memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa ketentuan umum

peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan, dan
terminal khusus meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan,
kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan
kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan
keamanan negara secara terbatas;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di dalam
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan
Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan
mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan



(8)

(9)

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang
mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e,diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar

udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. kegiatan  yang  diperbolehkan meliputi kegiatan operasional
kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan,
kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan
kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah
dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta
kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan
dan fungsi bandar udara umum; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan
keamanan dan keselamatan operasional penerbangan,membuat halangan
(obstacle),dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara
umum

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana

(1)

(2)

(3)

dimaksud pada ayat (1) huruf f,diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di
Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c
meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga
listrik.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan karakter

pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana
jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana
penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan
penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, serta kegiatan lain
yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi
tenaga listrik; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga
listrik.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di
Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan
penunjang sistem jaringan telekomunikasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan
telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan tele-
komunikasi; dan
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan
sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan
telekomunikasi.



Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di
Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e
meliputi:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana
lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan
pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan sungai;
kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian
daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi sungai, bendungan, bendung, embung,dan CAT sebagai sumber air,
jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan
lingkungan di Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (3) huruf f meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan 2zonasi untuk sistem pengelolaan
persampahan;

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum
(SPAM);

c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan drainase; dan

d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk system jaringan air limbah.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa arahan peraturan

zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA
sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan pemrosesan
akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill),
pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah,
serta kegiatan penunjang operasional TPA sampabh;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian
non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak
yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain
yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang
mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum

(SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana
SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM,;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran
air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan
prasarana dan sarana penyediaan air minum.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana
sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air,
mendukung pengendalian banjir, dan pembangunan prasarana
penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
sistem jaringan drainase;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan
sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu
fungsi sistem jaringan drainase; dan

d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras
dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana
air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan
mengolah air limbah, serta pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
sistem jaringan air limbah; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan
sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan
limbah B3, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air
limbah.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten

Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;

c. Ketentuan umum peraturan zonasikawasan rawan bencana alam;

d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan

e. Ketentuan umum peraturan zonasikawasan lindung lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten

Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan wumum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan

produksi;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;

Ketentuan umum peraturan zonasikawasan peruntukan permukiman;

dan

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

S o po o

e

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk
wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan
dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan;
pertambangan; pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi
energi terbarukan; pembangunan jaringan telekomunikasi;
pembangunan jaringan instalasi air; jalan umum; pengairan; bak
penampungan air; fasilitas umum; repeater telekomunikasi; stasiun
pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana keselamatan lalulintas
laut/udara;dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang
tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan
pengangkutan produksi,

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputiseluruh kegiatan yang
berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi wuntuk kawasan resapan air

sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b. terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemeliharaan,
pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;



b.

C.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya
terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam
menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a
ﬁang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan

egiatan yang tidak diperbolehkan meliputikegiatan yang mengurangi
daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi
resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b terdiri atas:

(2)

(3)

(4)

a.
b.
C.

d.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk;
dan

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan
perkotaan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan
rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan
pelabuhan, landingpoint kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan
pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir,
pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi
pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang
publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan
dan keamanan negara, kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi
bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan
ancaman bencana tsunami;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf ayang tidak mengganggu fungsi
sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi
dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang
mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan
setempat.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan
pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan
jaringantransmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum,
pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan
pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan
penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan
untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan budi daya
pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan
struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan
perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan
papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk
bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air,
serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah
bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan
tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna,
kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil
tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur
evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah, dan kegiatan lain
yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan
perlindungan setempat.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau
waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

b.

kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan
Eengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta
egiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosialbudaya;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syaratmeliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi



kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan
setempatantara lain kegiatan pendirian bangunan yang digatasi hanya
untuk bangunanpenunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi,
bangunan pen%?was ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan
Eengolahan air baku; dan o _

eglatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah
bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi
hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan
hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, serta kegiatan yang
mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar
danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau

kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan
pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di
ruang terbuka, dan evakuasi bencana,;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi,
pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu
fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun
pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya
yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang;
dan

c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi,
pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan
lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi
menyebabkan terjadinya bencana banjir;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran
sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran
sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur
evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan
terjadinya bencana banjir; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar
saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di
laut melalui proses pengerukan; dan
3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang
pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman hutan bakau
dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai,
penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur
evakuasi bencana dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa
teknologi yang sesuia dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
kerusakan hutan bakau dan terumbu karang serta kegiatan yang
menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak
atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;

2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan

3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan bencana
gelombang pasang.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering,
talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur
evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana
alam tanah longsor;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi
menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon
dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan
yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor;
dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan
2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi;

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi;

c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami;

d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan mata air; dan

e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan sarana
pemantauan bencana, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,
dan kegiatan lain dalam rangka meminimalkan dampak bencana alam
gempa bumi;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian dan
pertambangan yang sesuai dengan karakteristik bencana gempa bumi,
dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan
mempertimbangkan karakteristik, dan ancaman bencana gempa bumi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
a. penyediaan sarana pemantauan bencana gempa bumi..

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan
pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah,
dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan
jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk

epentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
kegiatan sebagaimana dimaksud pada IZuruf a yang tidak berpotensi
menyebabkangan /atau menimbulkan terjadinya abrasi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang
berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi
dan jalur evakuasi bencana.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan
terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan
lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi
bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan

emantauan ancaman bencana;

b. egiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
se

agaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa
teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yan
menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusa
atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan



(5)

(6)

(1)

(2)

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputikegiatan
pemanfaatan kawasan cekungan air tanah (CAT) untuk RTH dan
kegiatan mempertahankan fungsi kawasan CAT;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata,
pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan
struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
yang tidak mengganggu fungsi kawasan CAT; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
pencemaran CAT serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau
merusak kelestarian fungsi kawasan CAT.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kegiatan yan%{ diperbolehkan sesuai peruntukan meliputikegiatan
pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan
mempertahankan fungsi kawasan mata air;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata,
pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan
struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a
ﬁang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan
pencemaran mata airserta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau
merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f merupakan

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil;

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputikegiatan:

1. perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut,
ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan,
perlindungan situs budaya atau adat tradisional, dan penelitian pada
zona inti;

2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian dan
pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan
terbatas; dan

3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan
ekosistem pesisir pada zona lainnya,;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (fan

c. kegiatan yan% tidak diperbolehkan meliputikegiatan penangkapan ikan
dan pengambilan terumbu karang alami dan terumbu karang baru,
kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, dan kegiatan
yang mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan
produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a
meliputi:

a. kegiatan yang  diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan,
pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi
hutan lindung;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain
sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi
kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi kawasan;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:



1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB
terhadap jalan;

2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui
rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan
akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah
Kabupaten Pinrang; dan

3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan
pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;

4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan
fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan
rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang  diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan,

pemeliharaan dan pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi

hutan rakyat;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi

kawasan;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu

fungsi kawasan;

penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB
terhadap jalan;

2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui
rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan
akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah
Kabupaten Pinrang; dan

3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata
yang mendukung pelestarian hutan rakyat;

penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas

dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat.

Pasal 69

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf ¢ meliputi

a.
b.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang

berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan

pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana
penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan
perumahan kepadatan rendah;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengubah fungsi lahan

pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu
fungsi kawasan;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatanyang mengganggu

fungsi kawasan pertanian;

penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis
paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan
pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang
wilayah Kabupaten Pinrang;

2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata
yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan

3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif
yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan
pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;

penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas

dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur

evakuasi bencana.



(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang  diperbolehkan  meliputi kegiatan  peternakan,
pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan, dan
kegiatan penelitian;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata
terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu
fungsi kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi kawasan,;

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih
lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Pinrang;
dan

2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan
yang mendukung pengembangan kawasan peternakan.

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan
peternakan; dan

2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputikegiatan permukiman nelayan
tradisional, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana menunjang
perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi
bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan
ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatanselain
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi
kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi kawasan; dan

d. pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan,
dan merusak ekosistem danau dan atau sungai; dan

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan;
dan
2. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e
meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan
syarat meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pengaturan  kawasan  tambang = dengan
memperhatikan keseimbangan antara biaya dan mafaat serta
keseimbangan antara resiko dan manfaat; dan

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri
dengan memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran
industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah
raga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan
informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana



penunjang lainnya meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun;

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan
ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan
KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan

Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf g meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang

untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang
pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan
perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau
(heritage);

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan
ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai
dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan

Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 74

(1) Ketentuan wumum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf h
meliputi:

a.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan,;
dan

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.

€.

kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan

perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang,

dankegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan
perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema
arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan
penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan,;
kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan
syarat meliputi kegiatan meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas
untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana
lingkungan;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi

dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan

yang mengganggu fungsi kawasan;

penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB
terhadap jalan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkunganyang berbasis
mitigasi bencana;

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan
KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan

4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas
kawasan perkotaan; dan

penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;

2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor
informal; dan

3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputikegiatan perumahan kepadatan
rendah, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana,
serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman
bencana;



kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi

kawasan;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu

fungsi kawasan;

penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB
terhadap jalan; dan

2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling
tinggi 50% (lima puluhpersen).

penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;

2. prasarana dan sarana pelayanan umum;dan

3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 75

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf i meliputi:

a.

b.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan
dan keamanan negara; dan

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keselamatan operasional
penerbangan (KKOP).

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan
dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan
pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan
sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan
keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi
bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan
ancaman bencana;

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi

kawasan;

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi

dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan

yang mengganggu fungsi kawasan;

penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB
terhadap jalan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkunganyang berbasis
mitigasi bencana; dan

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan
KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan

4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas
kawasan perkotaan.

penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;

2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, sertalokasi
dan jalur evakuasi bencana; dan

3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi
perkantoran.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan keselamatan operasional
penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 76

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b
merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan
melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan
rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;



(3) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu
pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana
diatur dalam peraturan daerah ini; dan

(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan
berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 77

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2),
terdiri atas:
a. Izin prinsip;
b. Izin lokasi;
c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. Izin mendirikan bangunan; dan
e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Bupati atau pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata
ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 78

(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)
huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Pinrang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;

(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)
huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan
zonasi,

(4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 79

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

(2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak
melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;

(3) Izin pemanfaatan ruan§ {/;ang diperoleh melalui prosedur yang benar tetall;)i
kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,
dibatalkan oleh pemerintah daerah;

(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada
instansi pemberi izin;

(5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan
rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah daerah
dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

(6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan
ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (2) huruf c¢ merupakan perangkat untuk mengarahkan dan
mengendalikan pemanfaatan ruang.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,
dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.



Pasal 81

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam
pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal
dan/atau insentif dan disinsentif non fiskal;

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan
disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan
bidang insentif dan disinsentif yang diberikan.

Pasal 82

(1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
80 ayat (2), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan
ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya
meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
b. Kawasan Budidaya; dan
c. Kawasan strategis kabupaten.

(2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
a. Pemberian keringanan pajak;

b. Pemberian kompensasi;
c¢. Pengurangan retribusi;
d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. Kemudahan perizinan.

(3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (3), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada
kawasan yang dibatasi pengembangannya.

(4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:

a. Pengenaan kompensasi;

b. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang
yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang;

c. Kewajiban mendapatkan imbalan;

d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

e. Persyaratan khusus dalam perizinan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan
pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Ketentuan Pengenaan Sanksi

Pasal 83

(1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan
tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum
peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN,PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 84

Ealﬁrrlz kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat
erhak:



berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;

mengetahui secara terbuka rencana tata ruan% wilayah,

menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai
akibat dari penataan ruang;

memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana
tata ruang;

mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang
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Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 85

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85, dikenai sanksi administratif.

Pasal 87

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat berupa:
peringatan tertulis;

penghentian sementara ke?atan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin;

pembongkaran bangunan;

pemulihan fungsi ruang; dan/atau

denda administratif.
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Pasal 88

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a

berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

yang telah ditetapkan meliputi:

a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang
tidak sesuai dengan peruntukkannya;

b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai
peruntukannya; dan/atau

c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak
sesuai peruntukannya.

Pasal 89

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b

berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi:

a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan;
dan/atau

b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum
dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 90

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c
berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;

b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;



c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar
hijau;

d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;

e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
dan/atau

f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan
persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d
berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh
peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi:

a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta
prasarana publik;

menutup akses terhadap sumber air;

menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;

menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;

menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang
berwenang.
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Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 93

(1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang
mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

(2) Peran masyarakat dalam fpenataan ruan%)pelaksanaannya dapat dilakukan
melalui tradisi/nilai kearifan lokal dalam bentuk tudang sipulung;

Pasal 94

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 pada tahap
perencanaan tata ruang dapat berupa :
a. memberikan masukan mengenai :
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 95

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dalam

pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah gaerah, dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang

darat, ruang laut, ruan§ udara, dan ruang di dalam bumi dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan

Eerundangundangan;

egiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara

dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya

alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Pasal 96

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dalam

pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keEutusan pejabat yang berwenang terhadap
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 97

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara
langsung dan/atau tertulis;

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
kepada Bupati;

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat
disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk
oleh Bupati.

Pasal 98

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 99

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 100

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah,
dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan
%erun ang-undangan;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 102

Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin
tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal
76 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada
dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.



Pasal 104

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa
berlakunya;

izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

a.

b.

1.

2.

3.

untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait
disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang
berdasarkan Peraturan Daerah ini;

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan
ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan
dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai
dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan
fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah
ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini;

pemanfaatan ruang di Kabupaten Pinrang yang diselenggarakan tanpa
izin ditentukan sebagai berikut:

1.

2.

3.

yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,
pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat
untuk mendapatkan izin yang diperlukan;

masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat
dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini
pemanfaatannya tidak sesuai lagi,maka penyelesaiannya diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang RTRW Kabupaten Pinrang

(2)

sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW
Kabupaten Pinrang dan Album Peta skala 1: 50.000;

Buku RTRW Kabupaten Pinrang dan album peta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 106

(1) Untuk operasionalisasi RTRWK Pinrang, disusun rencana rinci tata ruang

berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang
kawasan strategis kabupaten;

(2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan peraturan daerah.

Pasal 107

(1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pinrang adalah 20

(duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam S (lima)
tahun;

(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pinrang dapat

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam S (lima) tahun dengan ketentuan:

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana
alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan;



b. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

c. Apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan
strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau
dinamika internal wilayah.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pinrang, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2016, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tan%%?l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada Tanggal 2012

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada Tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012 NOMOR



